KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

T\.lu.lSABADI

Ketua Pengurus Harian YLKI

*...kansumen adalah ekonomi ter-
besar yang dapat memengaruhi
dan juga sangat terpengaruh oleh
hampirsemua keputusanekonomi
publikdan swasta, namun panda-
nganryaseringtidak didengar.”

emikian petikanpi-

datoPresidenAme-

rika Serikat Jhon F

Kennedy di depan

Kongres Amerika,

15 Maret1962. Pi-

dato tersebut ke-

mudian menjadi tonggak seja-

rahlahirnya Hari Hak Konsu-

men Sedunia (World Consumer
Rihgt Day) pada15 Maret.

Momenpidato Kennedy ter-

sebut diperingati oleh seluruh

masyarakat konsumen di du-
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Keuangan Digital yang Adil bagi Konsumen

nia. Terdapat empat hak dasar
konsumen yang dicetuskan
oleh Presiden Kennedy: hak
untuk mend. kan keaman-

lam bertransaksi di sektor fi-
nansialdigital. Konsumen tidak
memahami substansi perjan-

an, hak untuk memilih, hak
untuk memperoleh informasi,
dan hak untuk didengar pen-
dapatnya.

Consumer Internasional
(CI), sebagai aliansi lembaga
konsumen di dunia, menetap-
kan bahwa tema peringatan
WCRD pada 2022 adalah “Fair
Digital Finandial”. Sebagai ang-
gota penuh (full member) Cl se-
jak 1974, YLKl melihat bahwa
tema tersebut sangat relevan
untuk memotret konteks keki-
nian dan masalah-masalah
konsumen jasa finansial di
Indonesia. Mengingatatmosfer
keuangan digital di Indonesia
belum terwujud adanya sistem
keuangan dlgztalyangadﬂ ba1k

jiandank g berlaku
dalam kontrak perjanjian ke-
uangan digital. Bahkan tidak
membacanya. Kedua, masihle-
mahnya pengawasan oleh regu-
lator (terutama Otoritas Jasa
Keuangan atau OJK) terhadap
performa sektor platform
finansial digital. Ketiga, masih
lemahnya sektor pelaku usaha
platform finansialdigitaldalam
mengedukasi masyarakat dan
konsumen.

Faktor-faktor tersebutber-
dampak terhadap konsumen
dalam bertransaksi dengan
platform digital finansial, baik
sektorperbankandanataunon-
bank. Konsumen tidak/kurang
membaca ketentuan-ketentu-
anpadaperjanjianstandaryang
di P P R T AP, |

dari sisi regulasi, sisi

tasi dan pengawasan, dan ter-
utamadarisisiliterasi dan ke-
berdayaankonsumen.

Secara lebih konkret, isu-isu
keuangan digital di Indonesia
meliputi beberapa isu krusial.
Pertama, masih lemahnya ting-
kat literasi digital konsumen.
Fenomena iniberdampak ter-
hadap perilaku konsumen da-

finansial dimaksud. Apalagi
dalam perjanjian tersebut se-
ring terdapat unsur klausul ba-
ku (yang diselundupkan), yang
sangat berpotensi merugikan
konsumen. Dampaknya, keluh-
an dan pengaduan konsumen
yang menjadi “korban” sektor
finansial digital masih sangat

tinggi. Data pengaduan kon-

sumen di YLKI terkait sektor fi-
nansial digital mencapal 51%
dari total k

dan leasing . Dalam konteks ini
ya.ng mengharu biru adalah
lan finansial teknologi

an, selama lima tahun temkhu
meliputi masalah perbankan,
uang digital, pinjaman online,,

KORANSNOONAN BAST AN

aksnya hal ini akan memicu
penyalahgunaan data pribadi
konsumen,baikuntulkepenti-

an Kominfo belum ada titik te-
mu sehingga RUU PDP masih
manglrak hingga sekarang.

Entahada bab

atau disebut pinjam-
anonlme (pm)o[) Masalah pin-
jol ini menjadi sangat krusial
dikarenakan pinjaman online
ilegal. Pengaduan terkait pmjol
ilegal bukan ha-
nyasoal keper-
dataan, tapi
sudah
meluas
menja-

- Ll
di per-
soalan

\
<@ .
pida-

na Ironisnya,negarasepertitak
berdaya menghadapi keber-
adaanpinjolilegal tersebut.
Selain itu, masalah keuang-
an digital juga tak bisa dipisah-
kandcnganpersoalanpﬂhndur
ngandatapribadi

ngan} 1 nkepen-

tingan lain tanpa seizin kon-
sumen. Belum lagi masih sering
terjadinya kebocoran pada sis-
tem platform digital tersebut.
Aspekkehati-hatiankonsumen
sepertitakadaartinya.
Laludengan cara dan strate-
gl apaagar persoalan keuangan
digital yang adil ini bisa melin-
dungi konsumen? Untuk me-
wujudkan sistem keuangan di-
gital yang adil, langkahyang pa-
ling ideal adalah meningkatkan
literasidigital danliterasifinan-
sial konsumen. Dalam hal ini,
regulator (OJK), pelaku usaha,
dan asosiasi pelaku usaha ber-
tanggungjawab untuk mening-
katkan]nframkmangan digital
n. Apalagi secara ma-

bagai nasabah. Transaksi ke-
uangan digital praktis bermua-
rapadapenyerahandatapribadi
milik konsumen. Dalam hal ini,
disatusisikonsumen masih be-
gitugampangmenyerahkanda-
tapribadinya, disisi lain pihak
platform keuangan digital be-
lum memberikan jaminan ke-
amanan terhadap data pribadi
milikkonsumentersebut. Klim-

kroindeks keberdayaan konsu-
men Indonesia juga masih da-
lam posisiyangbelumideal, ka-
rena baru pada level “mampu”,
denganskor 41,47 (2021).

Dari sisi regulasi terkait per-
lindungan data pribadi, yang
palingurgen adalah pengesah-
an RUU Perlindungan Data Pri-
badi (RUUPDP). Tronisnya, Ko-
‘misi [ DPRbersamaKementeri-

ga Komisil DPR seperti kurang
energiuntukpercepatanpenge-
sahan RUU PDP. Mungkin DPR
perlu “multivitamin” untuk
mem-hoost pengesahan RUU
PDP dimaksud

Lastbutnotleast, halyangtak
boleh dilupakan juga adalah
kuatnya pengawasanolehregu-
lator. Sebab, tak bisa dimung-
kiribahwalemahnyapengawas-
anmenjadi salah satu musabab
utama masih tingginyapenga-
duan konsumen di bidang ke-
uangan digital. Pemerintah tak
bisa hanya melambungkan soal
potensi tingginya kontribusi
keuangan digital pada pereko-
nomian digital, tetapi masih
abai dengan pengawasan dan
konsumen menjadikorbannya.
Jika poin-poin tersebut tidak
bisa dipenuhi, terwujudnya ke-
uangan digital yang adil bagi
konsumen menjadi hal yang
mustahil

Selamat merayakan Hari
Hak Konsumen Sedunia. Kon-
sumen adalah pilar terpenting
dalam sistem perekonomian
nasional danglobal. O




